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“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan,  

dan ingatlah nikmat Allah padamu.”
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ABSTRAK 

Muhammad Fikri Alansyah, 2022: “Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat 

dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak”. 

Kata Kunci: Mempermainkan, Talak, Fiqh Munakahat, KHI. 

 

Dalam perkawinan atau hidup bersosial mustahil apabila tidak ada 

permasalahan. Talak bukanlah kata yang diucapkan ketika rumah tangga diterpa 

masalah apabila terdapat solusinya.  Talak adalah suatu bentuk keseriuasan bukan 

untuk tempat bercanda, candanya tersebut diangggap keseriusan pada aturan 

Islam. Perbuatan mempermainkan talak merupakan perbuatan yang keji karena 

sama saja mempermainkan perkawinan. Berbeda dengan KHI talak hanya bisa 

dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama. Hukum negara Indonesia hanya 

mengakui perceraian yang telah dijatuhkan dan dinyatakan di depan sidang 

Pengadilan Agama.  

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana persamaan fiqh 

munakahat dan kompilasi hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak. 2) 

Bagaimana perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang 

hukum mempermainkan talak. Berdasarkan dengan fokus masalah tersebut, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum mempermainkan 

talak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). 

Metode pengumpulan data yakni metode dokumentasi, penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari Al-Qur‟an, hadits, 

buku dan KHI. Analisis data peneliti menggunakan analisis isi atau content 

analysis dan analisis komparatif (perbandingan). 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa: 

(1) Persaamaan antara fiqh munakahat dan KHI yakni sama-sama talak 

merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam fiqh munakahat talak 

dibebankan ditangan suami, karena suami dipandang memelihara kelangsungan 

hidup. Hal-hal tersebut  menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan 

talak dengan sesuka hati. Begitu juga dalam KHI talak merupakan hak suami 

yakni di dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh munakahat dan 

KHI suami dan istri harus berusaha sekuat tenaga agar tidak bercerai kecuali 

dalam keadaan darurat  dan tidak ada cara untuk menghindarinya, dan demi untuk 

kemaslahatan.(2) Perbedaanya yakni, dalam fiqh munakahat talak yang dilakukan 

secara bermain-main menurut mayoritas fuqaha‟ talaknya dianggap jatuh/sah 

apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam fiqh mempermainkan kata talak 

juga bisa disebut dengan talak dalam bentuk lafadz sharih. Nilai positif, yaitu 

suami tidak ceroboh dan bercanda menggunakan kata talak terhadap istrinya, 

namun juga memiliki nilai negatif, sebab tidak adanya alat bukti tertulis. Namun 

perceraian tersebut tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Kelemahannya, 

apabila perceraian diputuskan di Pengadilan Agama,  adalah seseorang bermain-

main dengan kata talak, dengan asumsi talak tidak dihitung Kompilasi Hukum 

Islam juga memiliki kelebihan positif, yaitu adanya butki tertulis yang 

menguatkan perkara perceraian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  

Pernikahan adalah jalan pilihan Tuhan bagi manusia untuk memiliki 

anak, berkembang biak, dan menghidupi diri sendiri, karena masing-masing 

pasangan bersedia berperan aktif dalam memenuhi tujuan pernikahan.
1
 Allah 

menciptakan hamba-Nya berpasang-pasangan agar dapat memiliki keturunan 

untuk generasi selanjutnya. Hal ini selaras dengan firman  Allah dalam Q.S. 

an-Nisa‟ ayat 1: 

                     

                             

            

 

 Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari-Nya menciptakan 

istrinya, dan dari keduanya Allah menciptakan banyak laki-laki 

dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan 

(menggunakan) yang nama-Nya kamu saling meminta satu sama 

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sungguh Allah 

selalu menjaga dan mengawasimu.
2
 

 

Nikah ialah suatu akad bergaul antara seorang pria dan seorang 

perempuan untuk saling membantu dan menetapkan batas-batas hak dan 

kewajiban di antara mereka.
3
 Oleh sebab itu apabila sudah terjadi perkawinan 

harus taat terhadap apa yang sudah ditetapkan. Perkawinan merupakan salah 

                                                             
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI, (Bandung: PT. Almaa‟arif, 1980), 7. 

2
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 78. 

3
 Busriyanti, Fiqh Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press,2013), 5. 
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satu cara terbaik untuk menyelaraskan kehidupan keluarga dan anak-anaknya, 

dari pernikahan kita akan terlindung hawa nafsu. Tercapainya tujuan 

perkawinan bergantung pada eratnya hubungan suami istri yang dapat 

menjalankan kewajiban dari hak dan kewajibannya. Sesuai firman Allah 

dalam Q.S. ar-Rum ayat 21: 

                   

                    

 

Artinya: Dan itu adalah tanda kekuasaan-Nya, bahwa Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu damai dengan 

mereka, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa saling cinta. 

Sesungguhnya ada tanda-tanda untuk orang-orang yang berfikir.
4
 

 

Yang harus dihindari setelah perkawinan yaitu perceraian, sekalipun 

perceraian merupakan fakta hukum yang ada di dalam pernikahan. Sebuah 

permasalahan salah satunya perceraian itu menyebabkan kerugian, sedangkan 

sesuatu yang menyebabkan kerugian atau kemudharatan harus ditinggalkan, 

bahkan cara meninggalkannya tidak baik untuk sekitarnya. Oleh karena itu, 

perceraian tidak akan berdampak buruk bagi suami istri saja, melainkan anak 

dan keluarga akan merasakan akibat dari perceraian tersebut. Putusnya 

perkawinan ada beberapa bentuk dalam hal ini terdapat 4 kemungkinan, antara 

lain:
5
 

                                                             
4
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 407. 

5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 197. 
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1. Putusnya perkawinan dengan kehendak Allah sendiri karena kematian 

salah satu dari pasangan. Secara otomatis pernikahan putus dengan 

sendirinya. 

2. Putusnya perkawinan atas kemauan suami disebabkan suatu alasan, dan 

kemauannya diungkapkan kata-kata tertentu. Perceraian semacam ini 

disebut talak. 

3. Putusnya perkawinan atas kemauan istri disebabkan dia menilai ada hal 

yang menginginkan perkawinannya putus, tetapi pihak laki-laki tidak 

menginginkan. Kemauan perempuan untuk menceraikan dalam bentuk 

tertentu, yang diterima oleh laki-laki dan melanjutkan kata-katanya untuk 

mengakhiri perkawinan. Perceraian semacam ini disebut khulu‟. 

4. Pemutusan perkawinan sebagai pihak ketiga yaitu hakim sesudah 

menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa suami ataupun istri tidak 

dapat meneruskan perkawinan. Perceraian semacam ini disebut fasakh. 

Di dalam pernikahan mustahil apabila tidak ada masalah, baik masalah 

kecil sampai akhirnya menyebabkan perceraian. Kita ketahui di media sosial, 

bahkan disekitar kita sekarang banyak masalah dalam keluarga yang berujung 

perceraian karena hal kecil dengan gampangnya mengucapkan kata talak. 

Pada prinsipnya suami dan istri itu tidak akan sama, tidak selamanya rukun 

dan harus ada usaha diantara suami istri untuk mempertahankan 

perkawinannya. Janji sehidup semati dalam akad nikah merupakan suatu 

kesiapan bahwa nantinya kita siap untuk menghadapi konflik dan 

permasalahan yang pasti menerjang. 



 
 

 

4 

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan 

lahir dan batin tetapi melainkan antaranya. Ikatan lahiriah membicarakan 

tentang hal formilnya saja, namun ikatan batin membicarakan tentang yang 

tidak formil atau tidak nampak lihat. Dua itulah yang menjadi asas primer 

dalam menciptakan sebuah keluarga.
6
 Permasalahannya di antara pasangan 

bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yakni faktor 

komunikasi dan faktor ekonomi keluarga. Komunikasi antara suami dan istri 

benar-benar pokok untuk menciptakan saling pengertian dan mengungkapkan 

semua masalah dalam keluarga.
7
 Dengan melalui komunikasi yang baik, 

berbagai persoalan bisa dibicarakan dan didiskusikan untuk mencari solusi. 

Menurut Aam Amiruddin (2004:11), Komunikasi yang selalu dijalin diantara 

suami istri ialah resep yang amat efektif untuk membentuk bahtera keluarga 

yang sakinah mawaddah dan warahmah. 

Dalam kehidupan berumah tangga, walaupun awalnya perasaan 

pasangan penuh dengan rasa cinta dan sayang seolah tidak pernah pudar, 

nyatanya jika tidak dijaga bisa hilang atau bahkan tergantikan oleh kebencian. 

Idealnya seseorang melakukan perkawinan satu kali dalam seumur hidup, 

pasangan harus memiliki komitmen yang kuat agar pernikahan mereka 

berakhir sampai maut memisahkan. Perceraian perspektif hukum Islam 

merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak disukai oleh Allah SWT. 

Berdasarkan hadits Rasulullah, sebagai berikut: 

  

                                                             
6
 Wantjik Saleh, Hukum Keluarga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14-15. 

7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 98. 
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 داود وابن ماجو والْاكم( ابَْ غَضُ الَْْلََلِ اِلََ اللهُ الطَّلََقُ )رواه ابو
 

Artinya: Perkara yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT yakni talak. 

(Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan AlHakim.
8
 

 

Berlandaskan hadits diatas, ternyata perceraian adalah langkah akhir 

yang bisa diambil pasangan jika hubungan keluarga tidak dapat di 

pertahankan. Jalan terakhir dimaksud, yaitu berusaha mencari jalan keluar 

antara suami dan istri, baik dengan Hakam (artbitrator) antara kedua pasangan 

serta melalui prosedur dan cara yang sudah diajarkan di Al-Qur‟an dan 

Hadits.
9
 Faedah perkawinan yakni menjaga dan melindungi perempuan yang 

bersifat lemah dari kehancuran bukanlah tempat main-main belaka. 

Sebuah pernikahan bisa berakhir disebabkan beberapa perkara, yaitu 

sebab terjadinya talak, khulu‟, atau karena sebab lain. Salah satu penyebab 

terjadinya perceraian adalah terjadinya talak, talak apabila diucapkan dengan 

jelas maka jatuh meski tidak didahului niat dalam hati. Putusnya perkawinan 

dalam Kompilasi Hukum Islam bisa putus disebabkan: a. kematian, b. 

perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pada dasarnya talak merupakan hak 

suami untuk menjatuhkannya baik secara fiqh maupun Kompilasi Hukum 

Islam. Perbedaan antara perceraian atau jatuhnya talak dalam fiqh dan 

Kompilasi Hukum Islam terletak pada formal dan legal dalam pemberlakuan 

talak itu sendiri. Suami yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengucapkan 

kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dianggap telah menjatuhkan 

talak secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah dan jatuh. Sedangkan menurut 

                                                             
8
 Al-Hafizd Ibnu Hajar Al „Asqalani, Bulughul Maram, Terjemah Oleh Hamim Ibnu 

Dailimi, 377. 
9
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 73. 
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KHI belum dinyatakan sah, karena menurut Kompilasi Hukum Islam 

perceraian bisa dianggap legal dan formal atau sah hanya apabila dinyatakan 

di hadapan sidang pengadilan. 

Dalam berumah tangga usahakan harus bisa menjaga setiap perbuatan 

dan perkataan, karena salah satu penyebab permasalahan apabila perbuatan 

atau perkataan bisa menyakiti istri. Perkara talak merupakan suatu bentuk 

keseriuasan bukan untuk tempat bercanda, candanya tersebut diangggap 

keseriusan pada aturan Islam. Perbuatan mempermainkan kata talak 

merupakan perbuatan yang keji karena sama saja mempermainkan 

perkawinan. Setiap perbuatan meremehkan dan melemahkan tali perkawinan 

tidak disukai oleh Islam, lantaran telah dianggap perbuatan tersebut merusak 

kemaslahatan dan menghilangkan kebahagian suami dan istri.
10

 

Walaupun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, tetapi sebisa 

mungkin perkawinan itu tetap dijaga dan dipertahankan, karena pada dasarnya 

cerai merupakan suatu yang di benci oleh Tuhan. Perceraian adalah jalan 

terakhir jika keluarga tidak dapat mempertahankan keutuhan dan 

keseimbangannya. 

Terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam itu mempersulit upaya untuk 

perceraian suami istri, dalam KHI sudah dijelaskan bahwa talak merupakan 

ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 

putusnya perkawinan. Dan juga disebutkan dalam KHI Pasal 123 bahwa 

perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

                                                             
10

 Wasman dan Wardah Muroniyah, Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia.Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84. 
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pengadilan.
11

 Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya 

dapat dilakukan di Pengadilan Agama.  

Atas dasar pemaparan diatas, maka peneliti ingin untuk melakukan 

penelitian terkait hukum mempermainkan kata talak dengan judul “Studi 

Komparatif Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang 

Hukum Mempermainkan Talak”. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk merumuskan masalah dari penjelasan diatas, berikut fokus 

penelitian: 

1. Bagaimana persamaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam 

tentang hukum mempermainkan talak? 

2. Bagaimana perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam 

tentang hukum mempermainkan talak? 

C. Tujuan Penelitan 

Guna menjawab fokus penelitian diatas, berikut tujuan mengenai 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui persamaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum 

Islam tentang hukum mempermainkan talak. 

2. Untuk mengetahui perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum 

Islam tentang hukum mempermainkan talak. 

  

                                                             
11

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), 142. 
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D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat manfaat penelitian, yang dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. 

1. Secara Teoritis,  

Dari hasil penelitian ini di upayakan memberikan wawasan ilmu 

serta pengetahuan. Lebih tepatnya untuk warga hukum keluarga mengenai 

hukum mempermainkan talak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti, hasil ini penelitian ini juga diupayakan bisa 

memperdalam pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti itu sendiri. 

Serta untuk mengasah pikiran bagi peneliti untuk terus berfikir.  

b. Bagi kalangan akademisi termasuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember terutama di kalangan mahasiswa hukum keluarga dari hasil 

penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan, dan dijadikan 

sumber rujukan referensi yang berupa bacaan ilmiah. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

masalah perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang 

talak. 

E. Definisi Istilah 

Pada penelitian skripsi ini yang berjudul Studi Komparatif Antara Fiqh 

Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan 

Talak. Guna untuk menghindari ketidakfahaman dalam penafsiran skripsi ini, 
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sehingga penulis menekankan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

ini, sehingga bisa dipahami dan dimengerti, sebagai berikut:    

1. Studi yaitu penelitian ilmiah, kajian, telaahan.
12

 

2. Komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan, untuk 

menemukan atau menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok.
13

 

3. Fiqh secara etimologi yakni paham. Perangkat hukum berlandaskan wahyu 

Allah serta penjelasan pada sunnah Nabi mengenai perbuatan manusia 

mukallaf yang dibenarkan dan berlaku untuk seluruh agama Islam.
14

 

4. Munakahat adalah berasal dari kata arab yakni na-ka-ha yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah nikah atau perkawinan. Kata 

fiqh apabila digabungkan dengan istilah munakahat, maka artinya 

perangkat hukum yang bersifat amaliah furu‟iyah wahyu Allah untuk 

mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan berlaku bagi 

semua muslim.
15

 Dalam penelitian ini peneliti membatasi fiqh munakahat 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu madzhab imam Syafi‟i. 

5. Kompilasi Hukum Islam merupakan ringkasan dari beragam pendapat 

hukum dari beragam kitab yang ditulis oleh para ulama‟ fiqh yang 

umumnya dipakai untuk refrensi di Pengadilan Agama untuk diolah, 

dikembangkan dan disusun dalam satu himpunan.
16

  

                                                             
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1530. 
13

 Departemen Pendidikan Nasional, 795. 
14

 Amir Syarifuddin, 4. 
15

 Amir Syarifuddin, 5. 
16

 Abdurrahman, 14. 
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6. Mempermainkan adalah memperlakukan sesuatu seperti permainan atau 

untuk menyenangkan hati.
17

 

7. Kata Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan.
18

 Dalam KHI Pasal 117 

juga disebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di depan sidang 

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang gambaran proses penyusunan skripsi yang 

dimulai dari bab pembukaan hingga bab terakhir.
19

 Pada bagian ini, penulis 

menyusun pembahasan yang sistematis agar hasil penelitiannya baik dan 

mudah dipahami, antara lain: 

Bab I : Pendahuluan, bab ini memuat mengenai Latar Belakang, Fokus 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, 

dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II : Kajian Kepustakaan, bab ini memuat mengenai Penelitian 

Terdahulu dan Kajian Teori 

Bab III  : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai Jenis 

Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

Metode Analisis Data serta Keabsahan Data. 

Bab IV : Pembahasan, bab ini berisi mengenai uraian analisis peneliti dari 

titik temu pembahasan mengenai studi komparatif antara fiqh 

                                                             
17

 Departemen Pendidikan Nasional, 968. 
18

 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1986), 378. 
19

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 

101. 
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munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum 

mempermainkan kata talak. 

Bab V :Penutup 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Tesis Naufal Ghoni Thifal (2020) dengan judul “Analisis Terhadap Talak 

Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif”.
20

 Skripsi 

ini membahas mengenai talak yang dijatuhkan diluar pengadilan menurut 

pandangan fikih dan hukum positif. Fokus masalah meliputi: (1) status 

talak diluar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif, (2) yang mana 

antara keduanya yang diambil sebagai acuan antara kedua proses 

perceraian pada putusnya perkawinan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai talak diluar 

pengadilan menurut fikih dan hukum positif. Menurut fikih talak yang 

dijatuhkan diluar pengadilan itu sah. Namun perspektif hukum positif yang 

berlaku di Indonesia perceraiannya tidak boleh atau tidak sah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan 

penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak. Adapun perbedaannya 

yakni peneliti terdahulu membahas mengenai tentang penjatuhan talak 

diluar pengadilan. Sedangkan peneliti membahas mengenai hukum 

mempermainkan talak. 

2. Skripsi M. Lukman Hakim (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”.
21

 Skripsi ini 

                                                             
20

 Naufal Ghoni Thifal, “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Fikih Dan Hukum Positif”, (Tesis, IAIN Ponorogo, 2020). 
21

 M. Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik 

Handphone”. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018). 
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membahas tentang talak melalui media elektronik yakni handphone dilihat 

dari kacamata hukum Islam. Fokus masalah pada skripsi ini meliputi: (1) 

prosedur talak dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, (2) perspektif hukum Islam mengenai talak menggunakan 

media elektronik telepon genggam. 

Hasil dari penelitian ini yakni membahas tentang talak melalui 

media elektronik handphone. Perceraian menurut hukum perkawinan 

hanya dapat dilakukan dipengadilan sehingga perlu ada alasan dan harus 

dilakukan di sidang pengadilan. Perspektif Islam, perceraian dilakukan 

melalui telepon genggam, baik dalam bentuk audio maupun visual (video 

call) menurut syari‟at, perceraian itu dinyatakan sah, meskipun tanpa 

kehadiran wali yang memutuskan langsung di hadapan istri. Sedangkan 

perceraian melalui sarana elektronik berupa pesan SMS, sebagian besar 

ulama berpendapat bahwa ketentuan hukumnya boleh, karena perceraian 

melalui SMS dapat di ibaratkan dengan perceraian menggunakan 

surat/tertulis. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kesamaan 

dengan penelitian saat ini yakni membahas tentang talak dan konsep 

hukum penjatuhan talak serta sama-sama menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research). Dan antara keduanya merupakan jenis 

penelitian studi kepustakaan. Adapun perbedaannya peneliti terdahulu 

membahas mengenai hukum penjatuhan talak menggunakan media 
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elektronik handphone. Sedangkan penelitian yang tengah dilakukan 

membahas mengenai hukum mempermainkan talak. 

3. Skripsi Binti Hanik Zubaidah (2019) dengan judul “Persepsi Hakim 

Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Blitar)”.
22

 Skripsi ini membahas mengenai cerai talak istri hamil menurut 

persepsi hakim di Pengadilan Agama Blitar. Fokus penelitian ini meliputi: 

(1) cerai talak bagi wanita hamil menurut pandangan hakim Pengadilan 

Agama Blitar, (2) pertimbangan yang dipakai oleh para hakim untuk 

memutuskan perkara perceraian seorang wanita hamil.  

Hasil penelitian ini, menurut hakim Pengadilan Agama, fakta 

bahwa seorang wanita hamil seharusnya tidak menjadi halangan bagi 

hakim untuk mempertimbangkan kasus ini berdasarkan pada hukum Islam 

dan hukum positif membolehkan suami menceraikan istrinya saat dia 

hamil. Dalam memutus kasus perceraian, hakim menggunakan tiga hal 

untuk mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu keadilan dengan 

mempertimbangkan kerugian keadaan keluarga itu sendiri, keadilan 

hukum, dan manfaat tidak boleh melawan hukum yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan 

penelitian saat ini yakni membahas tentang talak. Adapun perbedaan 

penelitian terdahulu yakni membahas mengenai cerai talak istri yang 

hamil. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai hukum 

mempermainkan talak. 

                                                             
22

 Binti Hanik Zubaidah, “Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus 

Di Pengadilan Agama Blitar)”. (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019). 
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4. Jurnal Mia Ariana dan Agus Supriyanto (2018) dengan judul “Talak dtiga 

yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan 

Ibnu Taimiyah”.
23

 Jurnal ini membahas mengenai talak tiga yang 

dijatuhkan sekaligus komparasi antara pemikiran Imam Syafi‟i dan Ibnu 

Taimiyah. Rumusan Masalah jurnal ini yaitu bagaimana pendapat antara 

Imam Syafi‟i dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum penjatuhan talak tiga 

sekaligus. 

Hasil penelitian ini yakni Imam Syafi‟i menyatakan bahwa talak 

tiga yang diucapkan dalam satu sekaligus dapat dikatakan talak tiga. Hal 

ini searah daripada kutipan dari kitab al-Umm. Imam Syafi‟i berkata jika 

seorang pria berkata terhadap istrinya yang belum dia temui: “Saya telah 

menjatuhkan talak tiga terhadapmu”. Maka perempuan tersebut haram 

untuk dia nikahi sampai dia menikah dengan pria lain (dan kemudian 

menceraikannya). Ada dua macam ucapan tentang talak tiga, dalam hal ini 

Imam Syafi'i mencontohkan ketika suami berkata: "Kamu aku talak tiga 

atau aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu”. Menurut 

dirinya, dia telah menjatuhkan talak tiga. Ibnu Taimiyah, sebaliknya, 

menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah talak bid'i 

atau talak haram, yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal 

ini berdasarkan kutipan dalam kitabnya Majmu al-Fatawa. Jadi, menurut 

Ibnu Taimiyah, talak yang sesuai syari'at adalah talak satu dipakai untuk 

menceraikan seorang istri. Karena hanya satu alasan saja sudah cukup 

                                                             
23

 Mia Ariana dan Agus Supriyanto, “Talak tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi 

Komparatif Pemikiran Imam Syafi‟i dan Ibnu Taimiyah”. Jurnal Maslahah, Vol. 2 No. 2 

Desember 2018. 
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untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Talak ini disesuaikan dengan 

ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh satu persatu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan 

penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak dan sama-sama 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun 

perbedaannya yakni penelitian terdahulu fokus membahas mengenai 

penjatuhan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Sedangkan penelitian 

saat ini membahas mengenai  hukum mempermainkan talak antara fiqh 

munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. 

5. Tesis Misnanto (2022) dengan judul “Studi Tentang Talak di Depan 

Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i”.
24

 Rumusan masalah pada tesis ini 

meliputi: (1) Bagaimana analisis keabsahan talak di hadapan Majelis 

Hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab 

Syafi‟i, (2) Bagaimana analisis penentuan iddah talak di hadapan Majelis 

Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab 

Syafi‟i. 

Hasil penelitian ini sahnya perceraian di hadapan hakim diakui 

sebagai akibat dari perceraian hukum Negara, sebagaimana tercantum 

pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ditegaskan oleh 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, 

namun dari sudut lain masih ada di antaranya yang tidak sama dengan 

                                                             
24

 Misnanto, “Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah 

Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi‟i”, (Tesis, UIN Khas Jember, 

2022). 
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Ijtima‟ Ulama‟ Indonesia Tahun 2012 dan ditemukan perbedaan antara 

kitab kitab fiqih Madzhab Syafi‟i maupun Syafi‟iyah, yakni: kitab (al-

umm, fiqhul manhaji „ala madzhab syafi‟i, fiqih sunnah, dan Fiqih Islam 

Wa Adillatuhu), yang menegaskan bahwa perceraian yang dinyatakan oleh 

suami adalah sah terlepas dari apakah itu dilakukan secara shorih maupun 

sindiran, baik secara langsung atau dengan surat. Ada kesamaan pendapat 

antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i tentang iddah orang 

yang belum pernah bersetubuh, tidak ada iddah baginya, begitu juga 

iddahnya talak sebab ila', zhihar dan li'an terdapat kesamaan, namun pada 

iddah yang lainnya, seperti iddah perceraian karena selingkuh, 

pertengkaran, masalah ekonomi, perbedaan prinsip dan lain sebagainya, 

dalam hal ini antara KHI dengan pendapat Madzhab Syafi‟i terdapat 

perbedaan dalam penentuan iddah talak. Majelis Hakim merujuk KHI 

yakni, semua perceraian iddah terhitung saat talaknya diucapkan di 

pengadilan dan disaksiakan oleh Majelis Hakim, sedangkan menurut 

Madzhab Syafi‟i terhitung saat talak dijatuhkan, dengan pengecualian 

perceraian tertentu yang memerlukan perceraian di pengadilan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan 

penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak dan sama-sama 

menggunakan kepustakaan (library research). Adapun perbedaannya 

yakni penelitian terdahulu membahas mengenai talak yang dijatuhkan di 

depan Majelis Hakim sebagai penentuan iddah menurut Kompilasi Hukum 

Islam dan Madzhab Syafi‟i. Sedangkan penelitian saat ini membahas 
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mengenai hukum mempermainkan talak antara fiqh munakahat dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Naufal 

Ghani 

Thifal 

Analisis 

Terhadap Talak 

Di Luar 

Pengadilan 

Menurut Hukum 

Fikih dan 

Hukum Positif 

a. Mengkaji 

mengenai tentang 

talak 

Penelitian 

terdahulu 

membahas tentang 

talak yang 

dilakukan diluar 

pengadilan 

menurut hukum 

fikih dan hukum 

positif. Sedangkan 

peneliti saat ini 

mengkaji tentang 

hukum tentang 

mempermainkan 

talak. 

2.  M. Lukman 

Hakim 

Tinjauan 

Hukum Islam  

Terhadap Talak 

Melalui Media 

Elektronik 

Handphone 

a. Mengkaji tentang 

talak. 

b. Penelitian 

menggunakan 

studi kepustakaan 

(library 

research). 

Penelitian 

terdahulu 

mengkaji tentang 

penjatuhan talak 

melalui media 

elektonik berupa 

handphone di 

tinjau dari hukum 

Islam. Sedangkan 

peneliti saat ini 

mengkaji tentang 

hukum 

mempermainkan 

talak perspektif 

antara fiqh 

munakahat dan 

KHI. 

3. Binti Hanik 

Zubaidah 

Persepsi Hakim 

Tentang Cerai 

Talak Istri 

Hamil (Studi 

Kasus di 

Pengadilan 

Agama Blitar) 

a. Mengkaji 

mengenai talak. 

 

Penelitian 

terdahulu 

mengkaji tentang 

cerai talak istri 

hamil. Sedangkan 

peneliti saat ini 

mengkaji tentang 
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hukum 

mempermainkan 

talak perspektif 

antara fiqh 

munakahat dan 

KHI. 

4. Mia Ariana 

dan Agus 

Supriyanto 

“Talak dtiga 

yang diucapkan 

Sekaligus: Studi 

Komparatif 

Pemikiran 

Imam Syafi’i 

dan Ibnu 

Taimiyah”. 

a. Mengkaji 

tentang talak. 

b. Penelitian 

menggunakan 

studi 

kepustakaan 

(library 

research). 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai 

penjatuhan talak 

tiga sekaligus 

dalam satu waktu 

komparatif antara 

Imam Syafi‟i dan 

Ibnu Taimiyah. 

Sedangkan 

penelitian saat ini 

mengkaji tentang 

hukum 

mempermainkan 

talak perspektif 

antara fiqh 

munakahat dan 

KHI.  

5.  Misnanto “Studi Tentang 

Talak di Depan 

Hakim Sebagai 

Penentu Masa 

Iddah Menurut 

Perspektif 

Kompilasi 

Hukum Islam 

Dan Madzhab 

Syafi’i” 

a. Membahas 

mengenai 

talak. 

b. Penelitian 

menggunakan 

studi 

kepustakaan 

(library 

research). 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai talak 

yang dijatuhkan di 

depan Majelis 

Hakim sebagai 

penentuan iddah 

menurut 

Kompilasi Hukum 

Islam dan 

Madzhab Syafi‟i. 

Sedangkan 

penelitian saat ini 

mengkaji tentang 

hukum 

mempermainkan 

talak perspektif 

antara fiqh 

munakahat dan 

KHI. 
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B. Deskripsi Singkat Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam 

1. Fiqh Munakahat 

a. Pengertian Fiqh Munakahat 

Fiqh merupakan salah satu istilah Arab dalam bahasa Arab 

sehari-hari dan juga dijumpai dalam Al-Qur'an, secara etimologi 

berarti "paham".
25

  

Fiqh dalam literatur berbahasa Indonesia itu sering disebut 

sebagai Hukum Islam yang secara definitif diartikan sebagai: 

“perangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah dan penjelasanya 

dalam sunah Nabi mengenai perbuatan manusia mukallaf yang 

dibenarkan dan dianggap mengikat pada seluruh umat muslim”.
26

 Fiqh 

mengikat semua pemeluk Islam dalam arti kewajiban bagi pemeluk 

Islam untuk mengamalkannya. Mempraktikkannya adalah tindakan 

ibadah dan melanggarnya berarti melanggar prinsip-prinsip yang 

ditetapkan oleh Allah.  

Dengan menganalisi kata-kata kunci yang terdapat dalam 

definisi fiqh tersebut diatas dapat dikemukakan hakikat dan kriteria 

dari apa yang bernama fiqh itu sebagai berikut: 

1) Fiqh tersebut berupa kaidah atau aturan yang bersifat amaliah 

furu‟iyah. 

2) Fiqh itu dihasilkan para mujtahid melalui upaya penggalian, 

pemahaman, perumusan. 

                                                             
25

 Amir Syarifuddin, 2. 
26

 Amir Syarifuddin, 4-5. 
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3) Mujtahid mengacu pada wahyu Allah yang terkandung dalam Al-

Qur'an dan penejelasannya ditemukan dalam Hadits Nabi untuk 

menghasilkan fiqh.
27

 

Kata “munakahat” yang berasal dari bahasa Arab na-ka-ha, 

yang berarti kawin atau perkawinan dalam bahasa Indonesia. Kata 

kawin ialah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia.  Kata 

menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan 

mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Jadi istilah 

pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqh 

Islam, kata tersebut biasa digunakan dalam pernikahan atau zawaj. 

Kata na-ka-ha umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti 

kawin. 

b. Sumber Fiqh Munakahat 

Sumber utama fiqh munakahat adalah wahyu Allah yang 

terkandung dalam Al-Qur'an. Sebab wahyu Allah tentang pernikahan 

masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran, maka Allah 

memberikan kuasa kepada Nabi untuk memberikan penejelasan dan 

penjabaran wahyu Allah. Penjelasannya terdapat dalam sunnah yang 

dikenal dengan hadits Nabi. Jadi keduanya disebut fiqh munakahat. 

Untuk memahami dan merumuskan sumber-sumber utama 

dalam bentuk kaidah-kaidah yang rinci dan fungsional membutuhkan 

keahlian keilmuan dan keseriusan ijtihad. Mujtahid adalah orang yang 
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menggali, memahami, dan menguraikan rumusan fiqh dalam upaya 

ijtihadnya dengan memakai sejumlah metode yang pasti dan 

terpercaya, termasuk qiyas. Hasil ijtihad seorang mujtahid mungkin 

tidak akurat, namun ketika pencapaian seorang mujtahid disepakati 

oleh mujtahid lain, kesepakatan bersama tersebut menimbulkan dugaan 

yang kuat akan keasliannya. Kesepakatan tersebut disebut ijma' dan 

dianggap sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum Allah.
28

 

2. Kompilasi Hukum Islam 

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi berasal dari kata “compile” yang berarti 

“mengumpulkan bersama”, artinya yaitu mengumpulkan aturan 

bersama yang bertebaran di mana-mana. Kata "Kompilasi" berasal dari 

kata bahasa Inggris, yaitu "Compilation". Istilah ini digunakan sebagai 

"Kompilasi" dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan harfiah 

dari dua kata.
29

 

Dari keterangan di atas, secara redaksional dapat dipahami 

sebagai kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai 

buku/tulisan dengan topik tertentu, sehingga penggunaan semua 

dokumen yang diperlukan untuk menggunakan fungsi ini menjadi 

mudah. Kompilasi dalam konteks hukum adalah kumpulan buku yang 
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berisi teks atau pernyataan hukum tertentu, beberapa dokumen hukum, 

pernyataan, atau kode hukum.
30

 

b. Tujuan Kompilasi Hukum Islam 

Tujuan pokok dari Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Penyajian hukum Islam 

yang berpola dan sistematis dalam kitab-kitab hukum harus mencapai 

dan menjawab beberapa tujuan pokok, antara lain: 

1) Melengkapi pilar Peradilan Agama 

Secara hukum, Peradilan Agama berdasarkan Pasal 10 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, secara resmi diakui sebagai 

salah satu kekuasaan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selain posisi ini kewenangan, kekuasaan atau yurisdiksi dan 

organisasitatoris didefinisikan dan dijelaskan pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989. Ada badan peradilan atau pejabat yang 

bertanggung jawab atas melakukan proses pengadilan. Kehadiran 

sarana hukum positif yang kokoh menerapkan secara unifikasi. 

2) Menyamakan persepsi penerapan hukum 

Melalui dibuatnya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai 

sistem hukum Islam dalam hal perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, 

dan warisan menjadi jelas serta terdefinisi. Nilai-nilai kebahasaan 

dan hukum yang dipertaruhkan oleh masyarakat pencari keadilan 

dalam forum Peradilan Agama, sama dengan aturan dan 
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rumusannya dengan apa yang harus dipraktikkan oleh hakim 

disemua nusantara. 

3) Mempercepat proses taqriby bainal ummah 

Melalui terbentuknya Kompilasi, bisa diasumsikan sebagai 

jembatan meminimalisir konflik dan perselisihan khilafiyah, dan 

perselisihan yang sama setidaknya dalam bidang hukum yang 

berkaitan dengan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. 

4) Menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi) 

Kompilasi tersebut disusun dan diformalkan menjadi 

sebuah kitab hukum sebagai bentuk tatanan hukum Islam dalam 

bentuk yang positif dan terpadu. Seluruh golongan masyarakat 

muslim harus patuh padanya. Penerapan dan pelaksanaannya tidak 

lagi diserahkan kepada kebijaksanaan para pemeluknya, namun 

beberapa penguasa serta lembaga Negara ditunjuk untuk 

mengawasi dan menegakkan pelaksanaannya.
31

 

C. Kajian Teori 

1. Talak Menurut Fiqh Munakahat  

a. Pengertian Talak 

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “ithlaq” yang 

memiliki arti melepaskan atau membubarkan. Dalam Kamus al-

Munawwir talak juga diartikan bercerai, berpisah.
32

 Talak menurut 
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lughot adalah melepas ikatan. Menurut syara‟ talak ialah nama bagi 

pelepasan ikatan perkawinan.
33

 Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh 

Minhaj al-Thalibin mengartikan:
34

 

هِ وِ نَْ وَ  ق  لََ طَ  ظِ فْ لَ بِ  احِ كَ الن   دِ يْ ق َ  ل  حَ   
 

Artinya: Melepaskan hubungan pernikahan memakai lafadz talak dan 

lainnya. 

 

Dalam istilah yang lebih sederhana dikatakan: 

احِ كَ الن   ةِ دَ قْ عُ  ل  حَ   
Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan. 

 
Pengertian talak menurut madzhab Syafi‟iyyah yaitu menurut 

bahasa berarti lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara 

kalimat naaqatun thaaliqun, yang memiliki arti dilepaskan dalam 

dengan tanpa kekangan. Dan juga kalimat asiirun muthaliqun, yang 

memiliki arti lepasnya ikatan dan terbebas darinya.
35

 Dalam fiqh 

perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari bersatu”. Kemudian 

ulama' fiqh menggunakan kata ini sebagai ungkapan perceraian antara 

suami dan istri. Para ulama' memberikan definisi perceraian (talak) 

antara lain: 

1) Sayyid Sabiq mengartikan talak sebagai putusnya perkawinan atau 

hubungan suami istri dan berakhirnya ikatan perkawinan suami 

istri. 

                                                             
33

 Ibnu Aby Zain, Fathul Qarib 3 Bahasa, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 

2015), 120. 
34

 Amir Syarifuddin, 198-199. 
35

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani: 2011), Jilid 9, 

318. 



26 
 

 

2) Abdur Rahman Al-Jiziri mengartikan talak sebagai putusnya 

perkawinan atau berkurangnya lepasnya suatu ikatan dengan kata-

kata tertentu.  

3) Muhammad Ismail Al-Kahlani mengartikan talak melalui bahasa 

yaitu terlepasnya suatu ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yang 

berarti melepaskan atau meninggalkan. 

4) Zakaria Al-Ansari mendefinisikan talak sebagai mengakhiri 

perkawinan dengan kata talak dan sejenisnya.
36

 

b. Dasar Hukum Talak 

Talak disyari'atkan dalam Al-Qur‟an dan sunnah. Walaupun 

dasarnya Allah membenci talak, namun tetap diperbolehkan sampai 

pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dilanjutkan kembali. Ini 

adalah jalur terakhir yang dapat diambil dalam pernikahan, jika ada 

masalah dalam pernikahan yang tidak bisa diatasi melalui jalan 

perdamaian. Dalil mengenai talak disebutkan didalam Al-Qur-an dan 

Hadits Rasulullah, antara lain: 

1) Banyak suami yang dengan mudahnya mengucapkan cerai/talak, 

tetapi kemudian dia berkumpul dengan istrinya. Karena banyak 

suami yang bermain-main dengan kata talak atau cerai, maka Al-

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 diturunkan.: 
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu dapat 

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 

secara baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 

sesuatu apapun yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat 

memenuhi hukum-hukum Allah. Apabila kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus 

dirinya. Ini adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”
37

 

 

2) QS. At-Thalaq Ayat 1 

                 

                     

                      

                      

        
 

Artinya: “Hai Nabi! Jika kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
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dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan 

hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada 

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari 

rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika 

mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata.Ini 

adalah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar 

hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia sudah berbuat 

zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak tahu bahwa 

mungkin setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan 

yang baru.
38

 

 

3) Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 

اِلََ الُله الطَّلََقُ )رواه  الَْْلََلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِ  صَلَّى اَلُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ :ابَْ غَضُ 
 ابو داود وابن ماجو والْاكم(

 

Artinya: ”Oleh Ibnu Umar r.a. ia berkata, “Rasulullah bersabda, 

"Perkara yang halal tetapi dibenci Allah adalah 

perceraian.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, disahkan 

oleh Al-Hakim).
39

 

 

4) Hadits riwayat An-Nasa‟i dan Muslim. 

ىِراَ أَوْ حَامِلًَ طاَ: مُرْهُ فَ لْيُ رَاجِعْهَا ثَُُّ ليُِطلَ قَهَا  مِ لِ سْ مُ لِ  وَفِِ رِوَايةَ    
 

Artinya: “Riwayat Imam Muslim disebutkan "Katakan padanya 

untuk merujuk padanya dan diperbolehkan baginya 

untuk menalaknya jika dia bersih atau jika dia hamil." 

(H.R. Imam Muslim, Nasa'i).
40

 

 

Makruh adalah hukum asal dari talak, berdasarkan 

kemaslahatan dan kemudharatan. Hukum talak sebagai berikut:
41

 

a) Sunnah, apabila dalam situasi keluarga yang tidak bisa 

dipertahankan dan jika terus berlanjut juga akan menimbulkan 

kerusakan yang lebih banyak akan timbul. 
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b) Mubah atau jaiz, jika memang dibutuhkan dan tidak ada dari kedua 

pasangan yang dirugikan satu sama lain dengan perceraian itu 

sedangkan lebih banyak manfaatnya. 

c) Wajib atau harus dilakukan, yaitu perceraian yang mana hakim 

perlu menyatakan perpisahan pada orang yang telah berikrar untuk 

tidak bergaul dengan istrinya hingga waktu yang ditentukan, 

namun suami tidak mau menebus kafarah sumpah sehingga dia 

bisa menggaguli istrinya. Perbuatannya tersebut merugikan 

istrinya.  

d) Haram, perceraian tidak boleh diperbolehkan jika tanpa adanya 

alasan, sementara wanita itu dalam waktu haid atau bersih yang 

dalam waktu itu sudah bercampur. 

c. Syarat Talak 

Ada beberapa unsur untuk terjadinya talak yang biasanya 

dikenal sebagai istilah rukun, dan setiap rukun pasti ada 

persyaratannya. Berikut syarat-syarat talak, meliputi:
42

 

1) Berakal, batal bila talak dinyatakan oleh suami yang gila. Yang 

dimaksud dengan gila yakni kehilangan akal atau kerusakan otak 

karena penyakit, termasuk golongan sakit pitam, kehilangan 

kesadaran karena sakit panas, atau kehilangan ingatan yang 

disebabkan kerusakan saraf otak. Jadi talak tidak sah apabila 
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dijatuhkan orang gila. Adapun dalilnya adalah hadits Nabi dari 

Abu Hurairah menurut riwayat al-Najad: 

  قُ لََ  طَ لَّّ إِ  ز  ائِ جَ  قِ لََ الطَّ  ل  كُ 
َ
هِ وْ ت ُ عْ ال  

 

Artinya: Semua talak adalah sah/boleh, kecuali talak bagi mereka 

yang kehilangan akal. 

 

2) Baligh, tidak sah talaknya ketika dijatuhkan seseorang yang tidak 

baligh. 

3) Atas kemauan sendiri, yang diartikan yakni kehendak sendiri 

dalam menjatuhkan talak juga bukan suruhan atau paksaan orang 

lain. Kemauan dan kehendak melakukan perbuatan itu menjadi 

syarat sekaligus pertanggungjawaban. Jadi seseorang yang dipaksa 

untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Hal ini 

sama dengan sabda Nabi Saw yang berbunyi, sebagai berikut: 

ىُوْا عَلَيْوِ اِنَّ الَله وَضَعَ عَنْ امَُّتِِ الَْْطأََ وَالن سْيَانِ وَمَا اشْتُكْرِ   
 

Artinya: Sungguh Allah membebaskan  umatku dari tanggung 

jawab atas kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa lain yang 

dibebankan kepada mereka. 

 

d. Rukun Talak 

Rukun talak merupakan unsur dalam menjatuhkan talak. 

Berikut rukun talak, sebagai berikut:
43

 

1) Suami (yang menalak), suami merupakan orang yang mempunyai 

hak untuk menjatuhkannya selain suaminya tidak memiliki hak 

untuk menjatuhkan talak. 
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2) Istri (yang ditalak), seorang suami hanya dapat menyatakan cerai 

atau talak terhadap istrinya. Status istri adalah landasan yang 

paling dasar pada hukum talak, karena sah nya talak adalah adanya 

istri. Tidak dipandang sah apabila menjatuhkan talak terjadap istri 

orang. 

3) Lafad/sighat talak (tanpa niat), lafad talak adalah perkataan suami 

yang diucapkan kepada istri yang mengucapkan talak dalam berupa 

sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), atau berupa ucapan/lisan, 

tulisan, isyarat kepada suami yang memiliki gangguan 

pembicaraan atau dengan suruhan orang lain.  

a) Sharih adalah talak yang memakai kata-kata yang jelas dan 

pasti. Kata-kata ini dapat diartikan secara langsung sebagai 

perkataan talak, dan tidak dapat dipahami dalam arti lain. Imam 

Syafi'i menerangkan bahwa kata-kata yang dipakai untuk talak 

sharih ini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni talak 

(cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas).
44

 Seperti kalimat suami: 

“kamu tertalak” atau “aku menceraikanmu”. Kalimat yang 

sharih diucapkan dengan niat atau tidak maka talak tersebut 

sudah jatuh. 

b) Kinayah (sindiran) merupakan kata talak yang menggunakan 

kata sindiran dan samar-samar seperti ucapan suami kepada 

istrinya, engkau saat ini telah jauh dariku, jangan engkau 
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mendekatiku lagi, pulanglah engkau kerumah orang tuamu dan 

lainnya. Ucapan diatas mengandung kemungkinan bermaksud 

cerai dan juga bisa tidak. Talak kinayah ini tergantung niat 

suami. Apabila suami benar-benar bermaksud untuk 

menjatuhkan talak maka talak tersebut jatuh, sebaliknya apabila 

suami tidak bermaksud menjatuhkan mentalak maka talaknya 

tersebut tidak jatuh.
45

  

4) Qasad (sengaja), qasad adalah lafad talak yang sebenanrnya 

memang orang yang mengucapkan untuk talak dan tidak di tujukan 

kepada orang lain. Kata talak yang salah diucapkan maka talak 

tidak terjadi, misalnya suami membagikan salak terhadap istrinya, 

semestinya suami mengucapkan kata-kata: “Ini sebuah salak 

untukmu”, tetapi suami keliru ucap dengan kata-kata” “Ini sebuah 

talak untukmu”, maka talak tidak dianggap jatuh. 

e. Macam-macam Talak 

a. Talak Raj‟i  

Talak raj‟i yakni talak yang dinyatakan oleh suaminya pada 

seorang istri yang telah digaulinya, tidak lantaran uang tebusan, 

seperti halnya talak ketiga. Suami dalam masa iddah istri masih 

bisa langsung melakukan rujuk tanpa melalui kawin lagi.
46

 Talak 

raj‟i adalah talak kesatu atau kedua tidak dengan tebusan dari istri. 
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Dalam talak satu atau dua suami berhak untuk rujuk, hal ini sesuai 

dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 229. 

                   
 
Artinya: Talak itu hingga dua kali, lalu itu tahanlah baik atau 

lepaskanlah melalui cara yang benar.
47

 

 

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang 

menjelaskan tentang talak raj‟i yang berbunyi: “Talak raj‟i adalah 

talak pertama atau kedua, dalam talak ini suami boleh rujuk selama 

istri dalam waktu iddah”.
48

 

b. Talak Ba‟in 

Talak ba‟in yakni pada talak ini tidak diperkenankan rujuk, 

melainkan melalui pernikahan baru atau akad baru meskipun masih 

waktu iddah. Talak ba‟in inilah yang dikatakan talak putus penuh 

yang berarti tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada istrinya 

melainkan ada perkawian baru.
49

 

Talak ba‟in terdapat dua macam, antara lain: 

a) Talak Ba‟in Shugra 

Talak ba‟in sughra merupakan talak yang bisa 

memutuskan tali perkawinan, bila telah terjadi talak, wanita 
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boleh memilih pilihannya setelah waktu iddahnya. Suami 

pertama bisa kembali menggunakan akad perkawinan lagi.
50

  

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 (1) talak 

bain shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad 

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, (2) 

talak ba‟in shugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. 

talak yang terjadi qabla dukhul, b. talak dengan tebusan atau 

khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
51

 

b) Talak Ba‟in Kubro 

Talak ba‟in kubro adalah perceraian yang 

mennghilangkan pemilikan bekas suaminya dari bekas istrinya 

dan dari sahnya pernikahan kembali mantan suaminya. Suami 

tidak bisa rujuk, melainkan jika istrinya sudah menikah dengan 

pria lain dan cerai.
52

 Tidak dapat cara ini dilakukan hanya 

dengan sekedar rekayasa seperti dalam nikah muhallil. (Rahmat 

Hakim, 2000:1620).  Talak tersebut ini terjadi pada talak ketiga 

kalinya, Allah berfiman di dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah 

ayat 230: 
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Artinya: Kemudian apabila dia menceraikannya (setelah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi 

baginya sebelum dia menikah dengan suami yang 

lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-

hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 

mengetahui.
53

 

 

Di dalam KHI pasal 120 yang menyebutkan talak ba‟in 

kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 

jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali 

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setalah bekas istri 

menikah dengan orang lain dan lalu terjadi perceraian ba‟da ad-

dukhul dan habis masa iddahnya.
54

 

c. Talak Sunni 

Talak sunni merupakan talak yang sejalan menurut aturan 

syari‟at, yakni seorang suami yang menceraikan istri yang sudah 

digaulinya dengan sekali talak dalam waktu suci serta masih belum 
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disentuh lagi saat suci.
55

 Sebuah talak dianggap talak sunni jika 

perceraian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Istri yang ditalak telah ia campuri, artinya sudah terjadi 

hubungan badan antara suami istri tersebut. 

b) Talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam waktu bersih dari 

haid. Dan suami tidak menggauli istrinya selama waktu suci 

tersebut.
56

 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq 

ayat 1: 

                 
 

Artinya: Wahai nabi ketika kamu mentalak istrimu, maka talaklah 

di masa akan memasuki iddah.
57

 

 

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 talak sunni 

adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan 

terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu 

suci tersebut.
58

 

d. Talak Bid‟i 

Talak bid‟i merupakan talak yang melanggar aturan 

syari‟at, yakni talak yang diucapkan ketika seorang wanita sedang 

haid atau masih kondisi bersih, namun sudah digauli oleh 

suaminya. Haram hukum talak bid‟i dengan landasan memberikan 
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mudharat pada istrinya, karena memperlama waktu masa iddah.
59

 

Yang termasuk talak bid‟i ini adalah: 

a) Talak yang dilakukan oleh suami saat istri kondisi haid 

(menstruasi). 

b) Talak yang dilakukan oleh suami saat waktu suci, tapi pernah 

dicampuri oleh suami dalam waktu suci dimaksud. 

c) Talak yang dijatuhkan sekaligus seperti halnya talak dua 

sekaligus, atau talak tiga sekaligus. Atau talak yang dijatuhkan 

terhadap istrinya untuk selama-lamanya.
60

 

Talak bid‟i menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 

yakni talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu 

istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah 

dicampuri pada waktu suci tersebut.
61

 

f. Saksi Dalam Talak 

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa talak dapat dijatuhkan 

walaupun tidak ada saksi, yakni statusnya sah menurut hukum Islam 

seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa kesaksian dari dua 

orang saksi, sebab talak telah menjadi hak suami agar apabila 

menggunakan haknya sewaktu-waktu meski tidak adanya dua orang 

saksi, dan sah tidaknya talak tidak tergantung pada adanya saksi. Ibnu 

Qoyyim menegaskan bahwa perceraian adalah wewenang orang yang 

sudah menikah karena itu adalah hak untuk mempertahankan istri, 
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yaitu merujuk padanya. Seorang suami tidak perlu saksi untuk 

menjatuhkan talak dan juga tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw dan 

para sahabatnya mengenai dalil dan alasan disyari'atkan saksi dalam 

talak.
62

 

Ulama‟ fiqh dari Golongan Syi‟ah Imamiyah berbeda dengan 

jumhur ulama‟. Yang mana percaya bahwa syarat sahnya talak yakni 

adanya persaksian. Mereka merujuk pada firman Allah dalam surah at-

Thalaq ayat 2: 

              

 

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang benar di 

antara kamu, dan harusnya kamu tegakkan kesaksian ini 

karena Allah.
63

 

 

2. Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam 

a. Pengertian Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam  

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam 

(Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) dalam pasal 117, yakni: 

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 

mengadili salah satu sebab alasan perceraian dengan cara seperti 

halnya yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.
64

 

Di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi 

Hukum Islam sudah diatur mengenai persoalan perceraian. Terlihat isi 

ketentuan tersebut, bisa dikatakan sebenarnya proses perceraian 
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tidaklah gampang, sebab perlu ada alasan yang kuat, alasan yang 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sudah disebutkan 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 dan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 115, yaitu: “Perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.
65

 

Berdasarkan pasal 115 di atas, perceraian harus dinyatakan di 

depan sidang pengadilan, jika diucapkan di luar sidang pengadilan, 

perceraian itu adalah perceraian yang tidak sah yang dianggap batal 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

b. Alasan-alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam 

Alasan dibolehkannya perceraian di Pengadilan Agama di 

Indonesia dijelaskan dalam undang-undang yang mengaturnya, yaitu 

ayat (2) UU Perkawinan pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP 

pada Pasal 19 dengan sebagai berikut:
66

 Perceraian dapat terjadi 

karena alasan atau alasan: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuan.  

                                                             
65

 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39. 
66

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksaaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19. 



40 
 

 

3) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan terhadap pihak lain.  

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami 

atau istri.  

6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam pada 

Pasal 116 dengan rumusan sama, dengan menambahkan dua anak 

ayatnya, sebagai berikut:
67

 

1) Suami melanggar taklik talak. 

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

c. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam 

1) Fasakh 

Fasakh menurut bahasa pembatalan atau penghapusan, 

yang berarti perceraian karena munculnya masalah yang dialami 

oleh salah satu pasangan atau keduanya memberatkan, akibatnya 

keduanya tidak dapat menjalani bahtera keluarga untuk menggapai 
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tujuan mereka.
68

 Talak ialah wewenang laki-laki, sedangkan 

khulu' ialah wewenang perempuan. Akan tetapi fasakh adalah hak 

keduanya. 

Perceraian dalam bentuk Faskh melibatkan perceraian 

dalam proses hukum. Fasakh pada dasarnya diprakarsai oleh pihak 

ketiga, yaitu hakim, sesudah hakim menemukan bahwa 

perkawinan tidak bisa diteruskan sebab perkawinan tersebut 

dinyatakan cacat. 

2) Taqlik Talak 

Perceraian dalam bentuk taqlik talak sering disebut talak 

gantung. Permohonan dalam kasus ini adalah kehendak istri, yang 

menyatakan bahwa pengadilan agama menemukan bahwa kondisi 

untuk perceraian bersyarat sudah ada, yaitu suami segera 

mengingkari janjinya setelah persetujuan. 

Seperti dalam pernikahan Islam, terkait dengan jaminan 

pernikahan pengantin pria membuat janji sesudah proses akad atau 

ijab. Seperti, seorang pria berjanji untuk tidak menindas atau 

meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut. Jika janji-

janji ini dilanggar, kondisi tanggungan taqlik talak terpenuhi dan 

wanita tersebut dapat mengajukan permohonan cerai di 

pengadilan, yang biasa dikenal sebagai "Taqlik Talak".
69
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3) Li‟an 

Li‟an menurut etimologi yang memiliki arti kutukan atau 

laknat. Secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh 

seorang laki-laki tatkala menuduh istrinya berzina dengan empat 

kali sumpah dan menegaskan bahwa dia merupakan orang yang 

sebenarnya dari tuduhan itu, dan pada sumpah kelima yang 

disertai dengan pernyataan bahwa dia sanggup mendapat 

laknat/kutukan Allah apabila dia berbohong dalam tuduhannya. 

Jika laki-laki melakukan li‟an terhadap istrinya, bahkan jika dia 

tidak setuju, istri juga dapat melakukan sumpah li‟an kepada 

suaminya.
70

 

Melihat keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

seorang suami istri menyatakan kehendaknya untuk dilaknat Allah 

setelah masing-masing pasangan bersaksi empat kali dan jika salah 

satu pihak bersikukuh menuduh yang lain berzina atau pasangan 

melakukannya tidak mengakui kehamilan/kelahiran anak itu 

sebagai miliknya, dan istri itu dengan keras menyangkal tuduhan 

suaminya itu ketika mereka tidak mempunyai bukti untuk diajukan 

terhadap hakim. 
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4) Syiqaq  

Syiqaq berarti perselisihan, yang dimaksud adalah 

kericuhan, pertengkaran, dan masalah antara suami dan istri.
71

 Hal 

ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa‟ ayat 35: 

                       

                           

 

Artinya “Dan jika kamu khawatirkan akan terjadi perselisihan 

antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua hakam itu berniat mengadakan 

perbaikan, pasti Allah memberikan taufik terhadap suami 

istri itu. Bahwasannya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 
72

 

 

Di Negara Indonesia dengan berlanjutnya hakam tersebut, 

membentuk suatu lembaga resmi yakni Badan Penasehat 

Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4), yang bertindak 

melakukan perdamaian menurut pasal pasal 31 PP No. 9 tahun 

1975. Pada prakteknya, hakim Pengadilan Agama sering meminta 

jasa atau nasihat BP-4 dalam kasus perceraian. Jika rekonsiliasi 

BP-4 gagal, setelah itu persoalan balik kepada hakim Pengadilan 

Agama, tetap harus berusaha untuk mendamaikan menurut dengan 

ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.
73
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Jika proses mediasi berhasil baik oleh BP-4 ataupun oleh 

hakim pengadilan, maka akan dibuat akta perdamaian, sehingga 

perselisihan yang timbul dari perselisihan akan muncul kembali 

antara kedua suami dan istri karena masalah yang telah berhasil 

diselesaikan, maka akan diberhentikan atau tidak diperbolehkan 

lagi sebagai alasan perceraian. Perceraian disebabkan pertengkaran 

yang berkelanjutan diklasifikasikan sebagai “cerai gugat” Syiqaq. 

5) Khulu‟ 

Khulu' adalah perceraian yang diucapkan oleh suami dan 

dibayarkan oleh istri kepada suami. Khulu' adalah perceraian 

menurut kehendak pihak perempuan, tetapi ujungnya tetap 

menjadi hak pihak laki-laki, hanya pihak perempuan yang 

mengembalikan sedikitnya setengah dari jumlah total mahar yang 

diterima dari pihak laki-laki.
74

 Khulu' menuntut kembalinya mahar 

dari istri kepada suami, Khulu' adalah keistimewaan syari'at Islam 

yang mengusahakan hak-hak perempuan yang ada. Khulu' dapat 

digolongkan sebagai bagian dari gugatan cerai yang diajukan oleh 

seorang istri terhadap suaminya. 

d. Tata Cara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Tata cara prosedur perceraian atau permohonan perceraian 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Bab XVI mengenai 

putusnya perkawinan bagian kedua. Proses perceraian/prosedur 
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permohonan perceraian yang diatur dalam KHI dapat dilihat pada 

Pasal 129, 130, 131 ayat (1-5), 132 ayat (1-2), 133 ayat (1-2), 134, 

135, 136 ayat (1-2), 137, 138 ayat (1-5), 139 ayat (1-4), 140, 141 ayat 

(1-3), 142 ayat (1-2), 143 ayat (1-2), 144, 145, 146 ayat (1-2), 147 

ayat (1-6), 148 ayat (1-6) antara lain:
75

 

1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya 

mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai 

dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.  

2) Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya 

hukum banding dan kasasi.   

3) (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari 

permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-

lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk 

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan maksud menjatuhkan talak.  

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua 

belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak 

serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam 

                                                             
75

 Abdurrahman, 143-149. 



46 
 

 

rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya 

tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.  

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami 

mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, 

dihadiri oleh istri atau kuasanya.  

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 

(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang 

izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan 

perkawinan tetap utuh.  

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama 

membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang 

merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai 

pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk 

diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing 

diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh 

Pengadilan Agama.  

4) (1) Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada 

Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami. 
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(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua 

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada 

tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

5) (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 

huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung 

sejak tergugat meninggalkan rumah.  

(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman 

bersama. 

6) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf 

f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama 

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 

dengan suami istri tersebut.  

7) Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai 

dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan 

putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan 

salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai 

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.  

8) (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 
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ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri 

tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.  

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 

penggugat, Pengadilan Agama dapat: 

a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.  

b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau 

barang-barang menjadi hak suami atau barang-barang yang 

menjadi hak istri.  

9) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal 

sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan 

perceraian itu. 

10)  (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang 

memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat ataupun tergugat, 

atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang 

tersebut. 

(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut pada 

ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama. 

(3) Panggilan disampaikan terhadap pribadi yang bersangkutan 

tidak bisa dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau 

yang sederajat. 
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(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan 

disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat 

maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari sebelum sidang dibuka.  

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat 

gugatan.  

11) (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat 

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan 

dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan 

pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya 

melalui satu atau beberapa surat kabar masa media lain yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau 

mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 

dengan tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan 

kedua.  

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan.  

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dan tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima 

tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau 

tidak beralasan. 
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12) Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan 

Republik Indonesia setempat.  

13) (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 

berkas atau surat gugatan perceraian.  

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu 

diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya 

panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa 

mereka.  

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam 

pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian 

ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak 

dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama.  

14) (1) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang 

sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. 

(2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan 

pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan 

untuk hadir sendiri.  

15) (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak.  
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(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.  

16) Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 

waktu terjadinya perdamaian.  

17) Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 

perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 

18) (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 

terbuka. 

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya 

terhitung sejak jatuhya putusan Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

19) (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera 

Pengadilan Agama meyampaikan salinan surat putusan tersebut 

kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta 

Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.  

(2)  Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu 

helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai 

pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk 

diadakan pencatatan. 
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(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan 

kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan 

tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 

merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.  

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang 

yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa 

mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya 

perceraian, taggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan 

serta tanda tangan Panitera.  

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 

tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat 

pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan 

putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi 

tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang 

dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.  

(6) Kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut dalam ayat (1) 

menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang 

demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri 

atau keduanya. 

20) (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan 

jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan 
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Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau 

alasan-alasannya.  

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil 

istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. 

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan 

penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-

nasehatnya.  

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau 

tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang 

izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang 

Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tdak dapat dilakukan 

upaya banding atau kasasi.  

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 131 ayat (5).  

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan 

atau Iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai 

perkara biasa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk mengkaji dan menyelediki 

masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang secara cermat dan teliti 

bertujuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan 

secara bermakna, sistematis, dan objektif.
76

 Metode yang dipakai untuk penulisan 

skripsi ini yaitu, antara lain: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca jurnal ilmiah, bahan 

referensi, dan publikasi perpustakaan untuk mencari data atau informasi 

penelitian.
77

  

Sebagai sumber datanya yakni terdapat relevansinya dengan 

permasalahan yang peneliti ingin bahas yakni hukum mempermainkan talak 

ditinjau dari fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. 

B. Data dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, sehingga sumber 

penelitian ini adalah kepustakaan pada bidang fiqh yang relevan dengan topik 

pembahasan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dari sumber primer 

dan sumber sekunder. 
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1. Sumber data primer 

Sumber data primer yakni menggunakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama.
78

 Data utama yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah sumber-sumber fiqh, Al-Qur‟an dari 

Departemen Agama RI, hadits dan Kompilasi Hukum Islam Islam karya 

H. Abdurrahman. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder yakni data yang peneliti peroleh dari subjek 

penelitian. Data sekunder biasanya berupa buku-buku yang ada, jurnal 

penelitian, artikel, internet, data literatur atau data laporan yang sudah 

tersedia.
79

 

Sumber data sekunder untuk penelitian ini, yang diperoleh penulis 

dari buku, meliputi: 

a. Beni Ahmad Saebani “Fiqh Munakahat 2”. 

b. Amir Syarifuddin “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara 

Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan:. 

c. Busriyanti “Fiqh Munakahat”. 

d. Abdur Rahman Ghozali “Fiqh Munakahat”. 

e. Sulaiman Rasyid “Fiqh Islam”. 

f. Muhammad Munawwir Ridlwan “Fiqh Klasik Terjemah Fathal 

Mu’in”. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan dalam skripsi ini mengunkan jenis penelitian kepustakaan 

(library reseacrh), maka dari itu teknik pengumpulan data yang dipakai 

dalam penulisan skripsi ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi, 

yaitu mencari data yang relevan tentang masalah dan variabel dalam bentuk 

catatan, transkip, buku, surat kabar, jurnal, notulen rapat, agenda dan lain-

lain.
80

 

Data yang akan dikumpulkan dan akan dikaji dalam penelitian ini 

yakni hukum mempermainkan talak perspektif fiqh munkahat dan Kompilasi 

Hukum Islam.  

D. Metode Analisis Data 

1. Metode Content Analysis 

Metode content analysis isi adalah bentuk metode penelitian isi 

yang dipakai untuk menarik kesimpulan dengan upaya menyajikan ciri-

ciri suatu pesan secara objektif dan sistematis.
81

 

Peneliti menganalisis data berdasarkan data primer dan sekunder 

mengenai hukum mempermainkan talak. 

2. Metode Komparatif 

Metode komparatif adalah perbandingan hukum deskriptif yang 

tujuan pokonya adalah agar memperoleh informasi yang dapat diterapkan 

dan dapat diperbandingkan untuk tujuan tertentu.
82
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Dalam hal ini peneliti membandingkan mengenai hukum 

mempermainkan talak ditinjau dari pandangan fiqh munakahat dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

E. Keabsahan Data 

Dalam hal penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memperoleh 

keabsahan data. Teknik triangulasi dapat digunakan untuk keabsahan data. 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan 

teknik pengumpulan data yang berbeda dari sumber data yang telah 

adaDalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yakni untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan melalui cara mengecek data yang sudah 

diperoleh dari berbagai sumber.
83

 

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan 

menghubungkan satu teori  dengan teori lainnya untuk sampai pada 

kesimpulan yang berkaitan dengan suatu topik. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

A. Persamaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam 

Tentang Hukum Mempermainkan Talak 

Perceraian mengandung makna yang sama dengan talak dalam bahasa 

Indonesia. Talak dapat dijatuhkan jika ada faktor kebaikan bagi kedua 

pasangan, dalam hal ini mediasi antara kedua pasangan suami istri yang tidak 

membuahkan kemaslahatan. Pada hakikatnya perceraian ialah kasus yang 

diperbolehkan secara hukum tetapi dibenci oleh Allah.
84

 

Dalam fiqh munakahat suatu perkawinan dapat putus dan berakhir 

disebabkan beberapa hal yaitu terjadinya talak, khulu‟ atau sebab lain. Sama 

hal nya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan perkawinan dapat putus dikarenakan a. kematian, b. perceraian, 

dan c. atas putusan Pengadilan. Dan dijelaskan putusnya perkawinan dalam 

Pasal 114 nya yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 
85

 

Talak yaitu suami yang mempunyai hak penuh untuk menjatuhkan 

talak, karena suami dipandang memelihara kelangsungan hidup. Suami diberi 

beban untuk membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. 

Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia 

menjalankan masa iddah. Hal-hal tersebut  menjadi pengikat bagi suami untuk 
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tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.
86

 Cerai talak yakni hak suami 

yang dijatuhkan terhadap istrinya dengan mengajukan permohonan di 

pengadilan. Ketika permohonan talak suami dikabulkan oleh pengadilan, 

maka pengadilan menjadwalkan pembacaan ikrar yang akan dibacakan suami 

atau seseorang yang dikuasakan untuk membaca.
87

 Hal ini memiliki 

persamaan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117 yang berbunyi 

talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi 

salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 129, 130, dan 131.
88

 Bahwa talak merupakan hak suami untuk 

menjatuhkan  baik menurut fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.  

Meskpiun dalam fiqh munakahat mempermainkan talak sudah 

dianggap sah, tetapi seorang suami tidak boleh menggunakan haknya dengan 

sembarangan dan sesuka hati, jika ia hanya kemauan keinginannya. Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa ada beberapa alasan untuk 

perceraian.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh munakahat dan Kompilasi 

Hukum Islam pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

tidak bercerai kecuali dalam keadaan genting dan tidak ada cara untuk 

menghindarinya, dan talak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

kemaslahatan. 
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Talak sudah menjadi hak penuh seorang laki-laki, ada hikmah agung di 

dalamnya. Meskipun talak ada di tangan suami, banyak istri yang mengajukan 

gugatan cerai melalui Pengadilan Agama, apalagi ketika perempuan di beri 

hak untuk menjatuhkan talak, maka bencana perceraian melanda dimana-

mana.
89

 

Dari beberapa perspektif, nilai-nilai ajaran Islam yang mutlak dan 

tidak dapat diubah mengenai perceraian (nilai-nilai kategori syari‟at). Dan 

dikatakan bahwa praktik perceraian adalah dinamika umum dan dalam 

beberapa kasus pembenaran untuk berkembang sesuai kebutuhan dan 

kesejahteraan sosial. 

Tabel 4.1 

Persamaan Mempermainkan Talak 

 

No Perspektif Fiqh Munakahat Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

1 Talak yaitu suami yang 

mempunyai hak penuh untuk 

menjatuhkan talak. 

Talak adalah ikrar suami dihadapan 

sidang Pengadilan Agama yang menjadi 

salah satu sebab putusnya perkawinan, 

dengan cara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 129, 130, dan 131. 

2 Mempermainkan talak sudah 

dianggap sah, tetapi seorang 

suami tidak boleh menggunakan 

haknya dengan sembarangan dan 

sesuka hati.  

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga 

mengatur bahwa ada beberapa alasan 

untuk perceraian.  

 

 

B. Perbedaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam 

Tentang Hukum Mempermainkan Talak 

Dalam fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam mengenai proses 

penjatuhan talak itu berbeda. Dalam fiqh munakahat, berdasarkan pengertian 

talak yang diberikan oleh Syekh Zainuddin dalam kitabnya Fathul Mu'in, talak 
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secara bahasa melepaskan tali, sementara menurut syara' yakni melepaskan 

ikatan akad nikah memakai lafadz atau ucapan yang akan dikemukakan.
90

 

Lafadz yang dimaksud tersebut adalah lafadz talak yang sharih (jelas) ataupun 

yang kinayah (sindiran). Yang dimaksud lafadz sharih ialah ucapan yang 

secara terang-terangan diucapkan untuk talak. 

 Menurut ulama‟ Syafi‟iyyah yang termasuk lafadz sharih adalah (at-

talak, al-firaq, as-sirah) atau yang berkakar dari tiga kata tersebut meskipun 

tanpa niat jatuh talaknya. Akan tetapi Imam Malik, Hanifah, Hanabilah dan 

lain-lain meyakini bahwa lafadz sharih pengucapan talak  hanya satu yakni 

lafad ta-la-qa dan yang berakar kepadanya, lafadz fa-ra-qa dan sa-ra-ha 

meskipun ditemukan dalam Al-Qur‟an untuk tujuan talak, tetapi bukan untuk 

kepentingan talak. Sementara lafadz kinayah (sindiran) mengacu pada lafadz 

yang sebenarnya tidak dipakai untuk perceraian, namun juga bisa digunakan 

untuk menceraikan seorang wanita. Para ulama' sepakat bahwa menyatakan 

talak dengan lafadz sharih tidak harus dengan niat, serius atau bercanda, suami 

tetap dianggap telah menjatuhkan talak kepada istrinya secara syara'. Jika 

lafadz kinayah disyaratkan dengan niat apabila tidak dengan niat talaknya 

tidak jatuh. 
91

  

Dalam kitab Fathul Mu‟in bahwa talak yang dijatuhkan dengan 

keadaan bercanda atau bermain-main adalah jatuh talak sebagaimana sengaja 

menyebut kata talak tapi tidak bermaksud maknanya.
92

 Ketika seorang laki-
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laki bermain dengan lafadz talak, adalah mungkin bagi seorang laki-laki untuk 

mengucapkan lafadz talak beberapa sampai tiga kali baik secara bercanda atau 

tidak. Menurut hukum perdata, perceraian belum terjadi dengan dalih bahwa 

perceraian yang sah adalah perceraian karena alasan-alasan yang diatur dalam 

undang-undang (perceraian), yang harus dinyatakan di depan sidang 

Pengadilan Agama. Jumhur ulama' sepakat bahwa talak yang dilakukan 

dengan main-main. Dasar penetapan hukumnya adalah penggalan hadits Nabi 

Abu Hurairah, menurut empat perawi hadits selain Al-Nasai, yang berbunyi: 

حُ عَنْ أَبِْ ىُرَيْ رَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ الِله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: ثَلََث  جِد  ىُنَّ جِدٌّ وَىَزْلُُنَُّ جِدٌّ  الن كَا 
 و والترمذى(  وَالطَّلََقُ وَالرَّجْعَةُ )رواه أحمد وأبوداود وابن ماج

 

Artinya: “Tiga hal yang serius dan guraannya sama-sama dipandang serius 

yakni nikah, talak, dan rujuk”.
93

 

 

Imam Syafi‟i sependapat dengan abu Hanifah yang mengatakan bahwa 

talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan cara main-main atau bercanda 

maka talak talak tersebut sudah dinyatakan jatuh.
94

 Menurut fiqh talak ialah 

mutlak hak suami dan boleh mempergunakan di mana pun dan kapan pun, 

untuk itu tanpa perlu mengatakannya dan tidak meminta izin siapa pun. Dari 

sudut pandang fiqh perceraian seperti dalam kasus perkawinan, adalah 

masalah pribadi dan oleh sebab itu tidak perlu diatur oleh ketentuan umum.
95

 

Namun ulama‟ Syi‟ah Imamiyah berbeda pendapat bahwa talak yang 

diucapkan sambil main-main tidaklah jatuh, dengan dalih tidak ada niat atau 
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kesengajaan yang menjadi dasar syarat penjatuhan talak.
96

Namun dijelaskan 

pula bahwa bermain dengan perceraian itu buruk karena sama saja dengan 

bermain dengan hukum Islam. Bermain dengan hukum Islam seperti 

mempermainkan Allah dan Rasul-Nya. Dan hukumnya adalah haram dan 

dianggap dosa besar. 

Bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 

agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada 

Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta 

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, 

menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, menyatakan.
97

  

Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak mengatur tentang hukum 

mempermainkan talak tetapi pada umumnya telah diatur dalam pasal 115 dan 

dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39, yaitu: “Perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
98

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses 

perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

tersebut di atas, diketahui bahwa sebuah perceraian dalam ketentuan KHI talak 

                                                             
96

 Amir Syarifuddin, 206. 
97

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14. 
98

 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39. 



64 
 

 

yang dijatuhkan suami pada istrinya, hanya bisa dijatuhkan di hadapan sidang 

Pengadilan Agama. Apabila talak memenuhi persyaratan ini, negara akan 

secara hukum mengakui tersebut. 

Berangkat dari penjelasan yang termaktub dalam KHI diatas bahwa 

mempermainkan kata talak dalam KHI tidak sah karena menurut KHI 

perceraian harus dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) urusan perceraian terdapat 

dalam Pasal 113 hingga dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Terlihat dari isi ketentuan tersebut, bisa dilihat bahwa mekanisme perceraian 

tidaklah mudah, sebab perlu ada alasan-alasan yang kuat untuk itu serta 

alasan-alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan undang-undang. 

Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan di 

atas, disini proses ikrar talak yang dijatuhkan dan berlangsung di pengadilan 

dan tunduk pada putusan Pengadilan Agama. Apabila talak dijatuhkan diluar 

pengadilan itu disebut dengan talak liar yang tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat.  Sebagaimana termaktub pada pasal 117. 

Dalam fiqh munakahat seperti halnya yang dijelaskan diatas bahwa 

talak yang dijatuhkan dengan keadaan bercanda atau bermain-main adalah 

jatuh talak sebagaimana sengaja menyebut kata talak tapi tidak bermaksud 

maknanya.
99

  

Perceraian yang sudah diucapkan suami itu adalah sah dan berlaku 

sejak dijatuhkan dan telah memenuhi syarat. Tidak ada keharusan untuk 
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berurusan dengan Pengadilan Agama karena perceraian dalam hukum Islam 

tidak mengharuskan ada bukti tertulis.  

Jika talak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama, sisi 

negatifnya adalah seseorang akan bermain-main dengan kata talak, dengan 

asumsi bahwa talak tidak dihitung jika mengucapkan ikrar talak di Pengadilan 

Agama. Dari sudut pandangan fiqh sisi positifnya adalah tidak mudahnya 

orang mempermainkan talak. Karena itu, berhati-hatilah saat mengucapkan 

talak. Karena meskipun diucapkan dengan serius atau bercanda, talak itu 

terjadi.
100

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fiqh atau produk hukum 

dapat berubah tergantung pada tempat, waktu dan keadaan yang berlaku. 

Maka wajar apabila fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai 

pendapat yang berbeda tentang bermain-main dengan kata talak. 

Dalam ajaran Islam, perbedaan mendasar antara perceraian legal dan 

formal terletak pada proses talak itu sendiri. Talak yang dijatuhkan oleh 

seorang suami dengan sengaja maupun tidak bisa dikatakan sudah 

menjatuhkan talak, meskipun dengan kata-kata yang mengandung unsur talak, 

seperti halnya yang dikatakan suami terhadap istrinya ”Kamu akan aku 

pulangkan kerumah orang tuamu” kata-kata itu berisi unsur pengusiran. Oleh 

sebab itu, bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Kata-kata itu sudah sah 

perspektif fiqhiyyah, tetapi tidak sah menurut yuridis, sebab perceraian baru 

disebut sah dan resmi hanya bila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap 
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putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan yang tetap menurut Undang-

Undang Perkawinan.
101

 

Namun pada Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga memiliki manfaat 

positifnya sendiri, yaitu adanya bukti tertulis yang memperkuat peristiwa 

perceraian. Agar pihak-pihak yang terlibat terutama istri mendapatkan manfaat 

dari perlindungan hukum dan terjamin untuk menjalankan segala hak dan 

kewajiban berdasarkan peraturan dan undang-undang yang mengikat. Oleh 

karena itu, di Indonesia di mana ada kewajiban untuk menyatakan perceraian 

di pengadilan. Semua peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak 

perempuan.
102

 

Oleh karena itu, adanya aturan bahwa perceraian harus dinyatakan di 

depan sidang Pengadilan, aturan itu berlaku untuk semua warga negara 

Indonesia, termasuk umat Islam. Meskipun pada prinsipnya hukum Islam 

tidak mensyaratkan perceraian di pengadilan, tetapi membawa demi kebaikan 

untuk kedua belah pihak, semua warga negara, termasuk umat Islam harus 

mengikuti aturan ini. Selanjutnya sesuai dengan asas hukum positif Indonesia, 

ketentuan tersebut berlaku untuk semua warga negara Indonesia kecuali 

ditentukan lain dalam peraturan tersebut.
103

 

Kita umat Islam dapat berpedoman pada KHI sebagai fiqh Indonesia 

modern, yang diciptakan untuk menyelesaikan semua kasus dan masalah yang 

berkaitan dengan keluarga, terutama perceraian. Namun, kita tidak bisa 
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terpaku atau membatasi diri pada produk hukum yang matang dan juga kajian 

hukumnya. Kompilasi Hukum Islam menyatahkan sahnya talak apabila talak 

tersebut telah dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, dianggap tidak 

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila talak yang dijatuhkan oleh 

seorang suami diluar persidangan dan tetap dengan demikian rumah tangga 

tersebut dianggap masih utuh. 

Perceraian adalah masalah individu dan baik berdasarkan kemauan 

kedua pasangan atau tidak, pemerintah dalam ini ini tidak perlu ikut campur 

tangan sebagai pihak ketiga , namun untuk menjauhkan perbuatan sewenang-

wenang, khususnya oleh suami (karena biasanya suami adalah seorang 

pemimpin keluarga), dalam keluarga dan juga karena adanya kepastian 

hukum, perceraian harus melalui pengadilan.
104

 Bahwasannya seorang suami 

yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik 

lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu, menurut pasal 129 KHI.
105

 

Pasal ini mempunyai ketentuan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqh 

yang biasanya mengatakan bahwa talak bisa jatuh apabila suami 

menyatakannya secara sepihak, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 129 

Kompilasi Hukum Islam ini adalah memperumit dan dapat mengurangi 

dampak perceraian. Perceraian yang diucapkan di pengadilan memastikan 

kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena sebelum suatu keputusan 
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dibuat, harus diperiksa apakah alasan-alasan perceraian itu cukup kuat, kecuali 

dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakam. Sehingga dengan adanya 

ketentuan ini juga dapat mengurangi jumlah kasus perceraian karena prosedur 

hukum yang kompleks dan menyempitnya alasan perceraian.  

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa peraturan 

hukum yang ada Indonesia hanya mengizinkan perceraian yang diputuskan 

dan diucapkan di Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian di luar pengadilan 

agama hanya sah menurut fiqh atau agama. 

Tabel 4.2 

Perbedaan Mempermainkan Talak 

 

No Perspektif Fiqh Munakahat Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

1 Mempermainkan talak jumhur 

ulama‟ berpendapat bahwa 

talaknya. Sama seperti pendapat 

Imam Syafi‟i dan Hanafi. 

Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama berusaha dan tidak 

berhasil  mendamaikan kedua belah 

pihak dalam pasal 115 KHI. 

2 Talak bisa jatuh apabila suami 

menyatakannya secara sepihak, 

baik secara lisan maupun 

tertulis. 

Seorang suami yang akan menjatuhkan 

talak  kepada istrinya mengharuskan 

ajukan permohonan baik lisan maupun 

tertulis  kepada Pengadilan Agama yang 

mewilahi tempat tinggal istri disertai  

dengan alasan  serta meminta  agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu. 

Dalam pasal  129.   

3 Talak dihitung sejak talak 

diucapkan oleh suami. 

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat 

perceraian dinyatakan didepan sidang 

Pengadilan Agama, menurut pasal 123. 

4 Talak sah meskipun tanpa 

adanya kehadiran saksi. 

Perceraian harus adanya kesaksian, 

dalam pasal 131 ayat 5 Kompilasi 

Hukum Islam 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas yang penulis jelaskan, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan, diantaranya: 

1. Persaamaan antara fiqh munakahat dan KHI yakni sama-sama talak 

merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam fiqh munakahat 

talak dibebankan ditangan suami, karena suami dipandang memelihara 

kelangsungan hidup. Hal-hal tersebut  menjadi pengikat bagi suami untuk 

tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Begitu juga dalam KHI talak 

merupakan hak suami yakni di dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam fiqh munakahat dan KHI suami dan istri harus berusaha sekuat 

tenaga agar tidak bercerai kecuali dalam keadaan darurat  dan tidak ada cra 

untuk menghindarinya, dan demi untuk kemaslahatan. 

2. Perbedaan antara fiqh munakahat dan KHI terletak pada legal dan formal 

mekanisme perceraian itu sendiri. Menurut pandangan fiqh munakahat 

talak yang dilakukan secara bermain-main menurut mayoritas fuqaha‟ 

talaknya dianggap jatuh/sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam 

Fiqh mempermainkan kata talak bisa disebut dengan talak dalam bentuk 

lafadz sharih. Dalam perspektif fiqh ini juga memiliki nilai positif, yaitu 

suami tidak ceroboh dan bercanda menggunakan talak terhadap istrinya, 

namun juga memiliki nilai negatif, sebab tidak adanya alat bukti tertulis. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya bisa dilakukan 
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didepan sidang Pengadilan Agama. Kelemahannya, apabila perceraian 

harus menunggu dijatuhkan di Pengadilan Agama, adalah seseorang 

bermain-main dengan kata perceraian, dengan asumsi perceraian tidak 

dihitung. Kompilasi Hukum Islam juga memiliki kelebihan positif, yaitu 

adanya butki tertulis yang menguatkan perkara perceraian.  

B. Saran 

Berlandaskan uraian yang telah dijabarkan di atas, untuk itu saran 

dapat peneliti sampaikan kepada semua pihak, antara lain: 

1. Untuk pasangan suami istri, harus berusaha semaksimal mungkin agar 

tidak bercerai dan menjaga perkawinannya. Apabila terdapat konflik atau 

permasalahan hendaknya diselesaikan secara musyawarah bukan melalui 

talak, karena talak juga menimbulkan kerugian baik antara suami, istri, 

anak dan keluarga.  

2. Kesadaran harus dimulai dari diri sendiri untuk memahami perceraian 

(talak) secara lebih mendalam menurut Islam dan juga hukum positif yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelesaian masalah 

rumah tangga dan tidak ada kembali yang akan bermain-main dengan 

perceraian serta meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Dan juga 

dijadikan pengetahuan agar ketika ada masalah atau bercanda tidak 

mengucapkan talak, karena talak apabila di ucapkan akan menimbulkan 

hukum. 

. 
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